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Pesatnya kemajuan teknologi dan informasi menyebabkan terjadinya kemajuan 

kerja sama internasional antar individual dan perusahaan di sektor ekonomi, seperti 

perjanjian ekspor-impor dan perjanjian jual beli properti. Hal ini dikarenakan 

perbatasan nasional tidak lagi dianggap sebagai suatu hambatan dalam melakukan 

perdagangan internasional. Dalam membuat dan melaksanakan suatu kontrak, 

sudah umum diketahui bahwa para pihak dapat terlibat dalam perselisihan yang 

diakibatkan oleh ketidaksepahaman maupun pelanggaran kontrak mereka. Oleh 

karena itu, untuk memberikan kepastian terhadap penyelesaian sengketa, para pihak 

berdasarkan asas kebebasan berkontrak banyak yang mencantumkan klausul 

pilihan forum dan pilihan hukum sesuai dengan preferensi mereka. Walaupun 

bukan merupakan suatu kewajiban, hal ini sangat penting untuk menghindari 

konflik berkenaan dengan tempat penyelesaian perselisihan di masa depan, atau 

konflik terkait penentuan hukum negara manakah yang harus diterapkan oleh 

penyelesaian tersebut, karena tempat transaksi, kewarganegaraan pihak dan sistem 

hukum terkait yang tertanam dalam kontrak dapat berbeda. Pilihan forum dan 

pilihan hukum merupakan isu yang termasuk dalam bidang Hukum Perdata 

Internasional. Sampai saat ini, Indonesia masih belum memiliki kodifikasi hukum 

perdata internasional, dan aturan mengenai Hukum Perdata International terdapat 

di Pasal 16, 17 dan 18 Algemene Bepalingen van Wetgeving voor Nederlands Indiëi 

atau AB. Skripsi ini akan membahas penerapan pilihan forum dan pilihan hukum 

pada kasus asuransi kapal antara PT Pelayaran dan PT Asuransi sesuai yang tertera 

pada Putusan Pengadilan Negeri No 52/PDT.G/2010/PN.JKT.PST dan Putusan 

Mahkamah Agung No. 1935 K/PDT/2012. Pada bagian akhir skripsi ini, penulis 

menyimpulkan bahwa penerapan pilihan forum dan pilihan hukum secara teori 

sudah benar diterapkan oleh Pengadilan Negeri dan Mahkamah Agung pada kasus 

antara PT Pelayaran dan PT Asuransi. Namun, diperlukan adanya kodifikasi 

Hukum Perdata International dan penerapan beberapa teori yang berkembang 

secara internasional sehingga penyelesaian kasus Hukum Perdata International di 

Indonesia dapat menjadi lebih efisien dan efektif.   
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